


Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4614);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Tahun 2014 Nomor 1842);

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

l. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75



m.

Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah (Berita

Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor

42)

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang

Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Kerja Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang nama-

namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KESATU Tim Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah bertugas Menyusun dokumen

informasi mengenai implementasi  Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

dan laporannya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra 2025-2029;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026;

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026;

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun

2026;

6. menyusun Rencana Aksi Kinerja;

7. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

8. melakukan pengumpulan data kinerja seluruh

bidang;

9. melakukan validasi data kinerja;








